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bahwa kemiskinan ftelupakan permasalahan bangsa yang

multidimensi sehinSSa memerlukan largkah-langkah peflan8an&n

yaflg sistemik, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan seluruh nusyarakati

balrwa untuk melakukan npdya Wcepatat penan&gulangan

kemiskinan, Pemerintah telah nreftbentuk Tim Nasional Percepatan

PenanSgulaflgan Kemiskinan;

bahwa untuk mendukung Tim Nasioflal Percepatan Pena1l83ulafl8an

Kemiskinan diperlukan koordinasi pereflcanaail pembiayaafl bagi

pelaksanaan progrant penanSSulan8an kemiskinan;

bahwa berdasarkan pertimbanSan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, hurul b, dan huruf c perlu membentuk Tim Pembiayaan

Tilll Nasional Pelcepatan PenanEgulansan Keniskinan;

bahu/a pejabat yang nanunya tercaatunl dalam l,ampiran Keputusan

ini diangSap mampu dan memenuhi persyaratan ufltuk duduk dafl

melaksanakan tugas scbagai anS8ota Tim Pembiayaan Tim Nasional

Percepatan PenansSulangan Kemiskinan;

Undang-Undan8 N-onor 17 Tah[ln 2003 tentan8 Keuafl8an NeSara

(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2003 Nomor 47

Tambahall Lembaran NeSara Republik Indonesia Nomo1 4286);

UndanS-Undang Nofior 25 Tdh r 1004 lentang Sistem

Perelcanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik

Indorcsia Tahun 2OO4 Nomor 104 'lhmbahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nonor 44271i

Undang-Urdang Nomor 47 Tahun 2009 tentanS Afls8arar

Pefldapatan dan Belanja Negara T4ltua Arggaran 2010 (l€mbaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan

t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

Keputusan Pr€siden Nomor 4z'fahun 2OOZ tentang Pelaksenaan

AngSaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NeSara

Republik Indoiresia Tahnn 2OOZ Noffor 73, Tambahar Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4212\ sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir denSan Keputusan Presiden Nomor

72 "fa,hvn 2OO4 (t€mbaran NeSara RePublik Ifldonesia Tahun 2OO4

Nomor 92, Tambahan l-embaran NeSara Republik fndonesia Nomor

441A\i

Peraturan Pr€siden Nomor 47 Tahun 2009 TentanS Pembentukan

dan orBanisasi Kementedan NeSara;

Peraturan Prcsiden Nomor 15 Tahun 2010 TentanS Percepatan

PenanggulanSan Kemiskinan;

MEMTITUSKAN :

KEPUTUSAN MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL,/KEPAI-A BADAN PERENCANAAN PEMBANGI'NAN NASIONAL

TENTANG PEMBINTTJXAN TlM PEMBIAYAAN TIM NASIONAL

PERCEPATAN PENANGGT'LANGAN Kf, MISKINAN.

Membentuk Tim Pembiayaan Tim Nasional Per.epatan Penan8SulanSa[

Kemiskinan untuk selanjutnya disebut Tim Pembiayaan, yanS befir8as

melakukan koordinasi pembiayaan bagi program penanggulangan

kemiskinan.

Tim Pembiayaafl terdiri atas Tim PenSarah dan Tim Pelaksana yanS

bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pembiayaan.

Tim PenSarah ber1u8a.s :

a. mer)rusun kebijakan, strateSi, dar. rc'acaaa pembiayaan program

percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai arahan t(eua Tim

Nasional Percepatan PenanSSulangan Kemiskinan;

b. mengkmrdinasikan dan memberikan 4rahafl kebijakan pengelolaan

b€rbaSai sumber pembiayaan yanS berasal dari APBN serta hibah

lembaga atau negara donor;

c. melaksanekan penSendalian dan evaluasi atal laporan dari Tim

Pelaksana dan melaporkan secara berkala kepada Ketua Tim

Nasional Percepatan PenanSSulangan Kemiskinan.

Tim Pelaksana bertugas:

a. memberikan dukungan dan bantuah kepada Tim Pengarah dalam

menyusun kebijakan, skateSi, dan rencana pembiayaan pro8ram-

pro8ram Percepatan lrnanSSulangan kemiskinan sesuai arahan

Ketua Tim Nasiohal Percepatan PenanSSulanSan Kemiskinan;
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b. melaksanakarl konsultasi, konsolid.asi, dan kmrdinasi antar

Kementerian/tEmba8a, pemerintah daetah, sel1a pelaku

pembanSunan lainnya dalam rantka menyusul rencana

pembiayaan proSram-proEram Wrcepatan penanggulangan

kemiskinani

c. melakukan evaluasi yang diperlukan untuk menyusun pembiayaan

pr ram-proSam percepatan pe[an8Sulangan kemiskinan;

d. menyusun dan menyampaikan lapran kepada Tim Pengarah

menSenai r'encana pembiayaan proSram_pro8ram rrlcepalan
penanggulangan kemiskinan.

susunan KeanSSotaan dan Struktur orSanisasi Tim Pembiayaan

sebaSaimana tercantum datam lampiran I dar Lampiran ll Keputusan ini.

Untuk keterpaduan dan kelancarah ke8iatan koordinasi, maka fim
Pembiayaan membentuk S€kretariat Pembiayaan Percepatan

PenanSSulan8afl Kemiskinan yang difetapkan melalui Keputusan Ketua

Tim Pelakiana.

Biaya yang diperlukan utttuk pelaksa[aan tuSas Tim Pembiayaan

dibebankan pada AnSSaran Pendapatan dan Belanja Negara (AIBM

Kementerian PPN/Bappenas.

Keputusan ini berlaku sejak tanSSal ditetaPkan,

Ditetapkan di Jakarta
padatarL3f.al 1 Juli 2010

MENTERI PERENCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAL/
I(EPAI,A BADAN PERINCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAI,,

trd

Salinan sesuai dengan aslinYa
Ke la Biro Hukum,

Delthy S. SimatuPan8

ARMIDA S. ALISJAHBANA
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Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

wakil Menteri Perencanaan PembanSu[an Nasional/

wakil Kepala Bada[ Perencaruull PembanSulan Nasional.

Deputi S€kretaris wakil Presider BidanS Kesejahteraan Rakyat.

1. Direktur Jenderal AnSgaran, Kementerian KeuanSan;

2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian
KeuanSan;

3. Dir€ktur Jenderal PenSelolaan Utan8, Kement€rian
Keuangan;

4. Direktur Jenderal PerimbanSan KeuanSan,

Kementerian KeuanSan;

5. Deputi Bidan8 Pendar.aan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.

6. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulan8an

Kemiskinan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan

Rakyaq

7. Deputi BidanS Kerjasama Koordinasi Ekonomi Makro
dan KeuanSan, Kementerian Koordinator
Perekonomian.

II. TlM PELAKSANA

Ketua

Wakil Kctua I

Wakil Ketua Il

Anggota

Sekretaris I

Sekretaris II

AnSgota

Deputi Bidang Kemiskiran, Ketenagakerjaan dan UxM,
Kementerian PPN/Bappems.

Direktur PenanggulanSan Kemiskinan, Kementerian

PPN/ Bappenas.

Direktur Alokasi Pendanaan PembanSunan, Kementerian

PPN/ Bappenas.

l. Direktur PeEncanaan dan Pen8emba[8an Pendanaan

Pembangunan Kemelterian PPN/BappenaJ.

2. Direltur Pend.naan Luar Ne8eri Multilateral,
Kementerian PPN/Bappenas.

3. Dir.ektur ...


